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ABSTRACT
Government efforts to improve education quality is being done , Quality Education is determined by various factors. One of them is the result of study proved by the mark got from teaching learning process in certain education, The national exam is one of the forms to measure the Quality of Education in national scale. However The National Examination organized by the government during this time is not yet able to reflect the essential Education quality. Therefore the implementation of the national examination that will be held in April 2015, the welfare will be changed. The final exam no longer function as a determinant of Graduation students . But the school is given authority to assess a comprehensive operation entire component for students to declare whether students end or not in  certain education
ABSTRAK
Upaya pemerintah untuk  meningkatkan mutu pendidikan terus dilakukan , mutu pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor salah satunya adalah hasil belajar siswa   yang dibuktikan dalam bentuk nilai  yang diperoleh dari evaluasi pembelajaran yang berlangsung  selama siswa belajar dalam satuan pendidikan tertentu. Ujian nasional adalah salah satu bentuk untuk mengukur mutu pendidikan dalam skala nasional .Namun ujian nasional yang diselenggarakan pemerintah Selama ini ternyata belum mampu mencerminkan kualitas pendidikan secara esensial .Untuk itu dalam penyelenggaraan Ujian Nasional  yang akan digelar mulai bulan April 2015  kebijakanya mulai dirubah , UN  tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan siswa. Namun  Sekolah diberikan kewenangan menilai secara komprehensif seluruh komponen pada siswa untuk menyatakan tamat atau tidaknya peserta didik dari jenjang pendidikan tertentu
.
A. Pendahuluan 
Pendidikan  merupakan rangkaian proses pemberdayaan dan kompetensi individu  untuk menjadi manusia yang berkualitas  yang berlangsung sepanjang hayat . Hal ini senada dengan rumusan pendidikan nasional kita yaitu ”Usaha sadar dan terencana  untuk mewujudkan suasana belajar  dan proses pembelajaran  agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan psiritual keagamaan ,pengendalian diri , kepribadian ,kecerdasan akhlaq mulia  serta ketrampilan yang diperlukan dirinya , masyarakat , bangsa dan negara 
 .Rumusan pendidikan nasional kita bila dicermati sudah mengandung kompetensi seluruh aspek kehidupan yang mengarah pada pembentukan manusia yang berkualitas dan bermutu unggul
 
Untuk mencapai pendidikan yang bermutu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu pula. Adapun dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, peran serta dan dukungan semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan,  baik dari pihak sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal 63 ayat 1 mengamanatkan tiga jenis penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik. Salah satunya, penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal 66 menegaskan bahwa bentuk penilaian yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dalam bentuk Ujian Nasional untuk mata pelajaran tertentu. UN merupakan barometer mengukur mutu pendidikan dari tingkat sekolah sampai dengan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan sampai dengan nasional
 .Dalam praktek penyelenggaraan Ujian Nasional pemerintah menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan Ujian Nasional tersebut. 
 Kualitas pendidikan ditentukan oleh berbagai aspek diantaranya adalah aspek evaluasi atau penilaaian . Penilaian memang sesuatu yang mutlak ada untuk mengukur suatu hasil proses pendidikan,  tapi apakah penilaian tersebut harus berupa ujian nasional  yang dilakukan secara temporal  dalam waktu yang singkat  dan hanya mengumpulkan  informasi yang terkait dengan  kemampuan kognitif  , sementara yang afektif dan psikomotorik  tidak dapat dieveluasi
 inilah yang masih terus diperbincangkan dan diperdebatkan hingga sekarang apakah UAN masih diperlukan ?
B . Sejarah  Ujian nasional ( UN)

            Setiap warga negara Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan formal baik tingkat dasar maupun menengah pasti mengenal istilah UN (Ujian Nasional ).  Kapan ujian nasional  dalam sistem pendidikan kita mulai diberlakukan ?  Pada Periode 1950-1960,  yang  dikenal dengan era demokrasi liberal ujian kelulusan disebut dengan ujian penghabisan dan diadakan secara nasional serta soal-soal dibuat oleh Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Soal-soal yang diujikan berbentuk essai dan hasil ujian diperiksa di pusat rayon. Periode 1966 -1971 ( babak orde  baru)  , periode ini semua mata pelajaran diujikan dalam hajat yang disebut ujian negara. Bahan ujian dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. waktu ujian juga ditentukan oleh pemerintah pusat. Periode 1972-1979,  pada periode ini pemerintah memberi kebebasan untuk setiap sekolah atau kelompok sekolah menyelenggarakan ujian sendiri. Pembuatan soal dan penilaian dilakukan masing-masing sekolah atau kelompok sekolah. pemerintah hanya menyusun pedoman dan panduan yang bersifat umum.
Periode 1980-2001, periode ini mulai diselenggarakan ujian akhir nasional yang disebut Ebtanas  (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional). Model ujian akhir ini menggunakan dua bentuk yaitu Ebtanas untuk mata pelajaran umum dan Ebta (Evaluasi Belajar Tahap Akhir ) untuk mata pelajaran non-ebtanas. Ebtanas dikoordinasi oleh pemerintah pusat dan Ebta dikoordinasi oleh pemerintah Provinsi. Kelulusan ditentukan oleh kombinasi dua evaluasi tadi ditambah nilai ujian harian yang tertera di buku rapor. Dalam Ebtanas siswa dinyatakan lulus jika nilai rata-rata seluruh mata pelajaran yang diujikan adalah enam. Meskipun terdapat nilai di bawah tiga. Periode 2003-2004, Ebtanas diganti dengan nama Ujian Akhir Nasional (UAN) dan standar kelulusan tiap tahun berbeda-beda. Pada UAN 2003  dinyatakan lulus jika rata-rata materi yang di UAN kan memperoleh nilai 3,01 dengan nilai mata pelajaran minimal 6,00 . Soal ujian dibuat oleh Depdiknas dan pihak sekolah tidak dapat mengatrol nilai UAN. Para siswa yang tidak/belum lulus masih diberi kesempatan mengulang selang satu minggu sesudahnya. Pada UAN 2004, kelulusan siswa didapat berdasarkan nilai minimal pada setiap mata pelajaran 4.01 dan tidak ada nilai rata-rata minimal. Pada mulanya UAN 2004 ini tidak ada ujian ulang bagi yang tidak/belum lulus. Namun setelah mendapat masukan dari berbagai lapisan masayarakat, akhirnya diadakan ujian ulang. Periode 2005-2014 ,   UAN (Ujian Akhir Nasional ) diganti namanya menjadi Ujian Nasional (UN) untuk SMP dan SMA serta UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) untuk sekolah dasar(SD). Standar kelulusan setiap tahun pun juga berbeda-beda. Pada UN 2005  nilai minimal untuk setiap mata pelajaran adalah 4.25. Pada UN 2005 ini para siswa yang belum lulus pada tahap I boleh mengikuti UN tahap II hanya untuk mata pelajaran yang belum lulus. Pada UN 2006 standar kelulusan minimal adalah 4.25 untuk tiap mata pelajaran yang diujikan dan rata-rata nilai harus lebih dari 4.50 dan tidak ada ujian ulang. Pada UN 2007 terdapat dua kriteria kelulusan yaitu; Nilai rata-rata minimal 5.00 untuk seluruh mata pelajaran dengan tidak ada nilai di bawah 4.25. Jika ada nilai 4.00 pada salah satu mata pelajaran yang diujikan maka nilai pada dua mata pelajaran linnya adalah 6.00.

Pada UN 2007 ini tidak ada ujian ulang. dan bagi yang tidak lulus disarankan untuk mengambil paket   atau mengulang UN tahun depan. Pada UN 2008 mata pelajaran yang diujikan lebih banyak dari yang semula tiga, pada tahun ini menjadi enam Standar kelulusan. Pada tahun ini terdapat dua kriteria yang hampir sama dengan tahun 2007 hanya saja terdapat penambahan nilai rata-rata minimal menjadi 5.25. Penambahan mata pelajaran pada UN 2008 ini karena BSNP mendapat masukan, bahwa ada ketidak seimbangan tingkat keseriusan antara mata pelajaran yang di-UN-kan dan yang tidak ,sedang untuk tingkat SD Ujian Nasional berganti menjadi UASBN  (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional )

Pada UN 2009 standar untuk mencapai kelulusan, nilai rata-rata minimal 5.50 untuk seluruh mata pelajaran yang di-UN-kan, dengan nilai minimal 4.00  paling banyak hanya dua mata pelajaran,  untuk mata pelajaran lainnya nilai minimal harus 4,25 . Pada UN 2011-2014 , tidak akan diadakan ujian ulang bagi yang tidak/belum lulus. Kelulusan ditentukan tidak hanya melalui hasil Ujian Nasional tetapi dikombinasikan dengan nilai sekolah yang didapat dari gabungan 40% nilai raport semester 3, 4, dan 5 ditambah 60% nilai ujian sekolah. Dengan demikian, nilai akhir kelulusan didapat dari 60% nilai Ujian Nasional ditambah 40% Nilai Sekolah
 
C . UAN dan Kredibilitas Mutu Pendidikan Nasional
UN secara umum oleh pemerintah digunakan sebagai  barometer mengukur mutu pendidikan dari  tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan nasional. Agar UN dapat menjadi barometer mutu pendidikan , tentunya  harus bersifat standar. Dalam konteks metodologi UN yang standar mempunyai dua kriteria yakni validity dan realibility. Namun dalam praktek penyelenggaraanya di lapangan banyak permasalahan yang muncul baik yang bersifat teknis maupun  non teknis . Yang bersifat teknis diantaranya ; tertukarnya paket soal A dan B di beberapa wilayah , amplop soal tidak sisertai  lembar jawaban , kertas jawaban mudah sobek dan rusak , dan yang paling  parah bocorya soal dan kunci jawaban  di berbagai wilayah , hal  ini terjadi sejak ujian Nasional tahun 2007 , dan ini terus terjadi dari tahun ke tahun bahkan siswa SMP dan SMA  sebelum pelaksanaan Ujian sudah melakukan koordinasi untuk memesan kunci jawaban dengan harus rela membayar 100-150 per siswa 
. Penulis yang pernah menjadi TPI  ( Tim Pemantau Independen ) pelaksanaan Ujian nasional tingkan SMP dan SMA antara tahun 2006-2008   menyaksikan secara langsung kecurangan-kecurangan tersebut yakni beredaranya  kunci jawaban , namun yang lebih parah lagi di era digital  kunci jawaban beredar  melalu HP .  Namun yang perlu diselidiki adalah motif pembocoran soal tersebut ?  , bisa dikarenakan oleh modus tertentu untuk meraih keuntungan , “niat baik” sang guru pada murid-muridnya agar bisa lulus, dan upaya dinas pendidikan masing-masing  kabupaten.kota  dan propinsi untuk saling berjuang untuk mendapatnya nilai rata-rata ujian nasional  tertinggi,  sehingga berbagai upaya akan dilkukan .dan yang lebih tragis lagi bila ada guru ada yang melaporkan tentang kecurangan pada pelaksanaan UN akan diintimidasi diturunkan jabatanya dan jika itu siswa akan diancam tidak diluluskan 
 Bagaimana pemerintah menyikapi hal ini ? 
Kementian pendidikan dan Kebudayaan  di tahun 2015 melakukan perubahan tentang pelaksanan evaluasi sekolah standar nasional  yang lebih dikenal dengan UN ( Ujian Nasional) . pelaksanaan Ujian nasional yang digelar pada tanggal 13-15 April 2015  untuk SMA/SMK dan 4-7  Mei 2015 untuk SMP/MTs,  mulai mencanangkan penerapan Ujian Nasional (UN) online bagi siswa. Plt Kepala Puspendik Kemendikbud Nizam mengatakan sudah ada persiapan untuk tahun 2015 akan diterapkan UN dengan Computer Based Tes  CBT) Plt. Nizam berpendapat bahwa UN online ini bisa mengatasi beberapa masalah yang kerap terjadi saat UN, yaitu pemborosan penggunaan kertas, keamanan, dan kebocoran soal.
 Pertanyaan yang muncul apa tujuan utama dilaksanakan ujian nasional apa hanya untuk menentukan  kelulusan atau mengukur standar mutu pendidikan nasional atau keduanya .   Dari sinilah muncul polemik antara  pro dan kontra tentang diberlakukanya Ujian Nasional untuk pendidikan dasar dan menengah
Ujian Nasional (UN) menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.20 tahun 2005 pasal 4 adalah dijadikan pertimbangan hal-hal  serikut :

· Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan 

· Seleksi masuk jenjang pendidikan  berikutnya 

· Pemetaan mutu  satuan dan program pendidikan 

· Akreditasi satuan pendidikan

· Pembinaan dan pemberian bantuan pada satuan pendidikan dalam upaya  peningkatan  mutu pendidikan

Selama tiga tahun terakhir ujian nasional disamping untuk menentukan kelulusan juga sebagai bahan pertimbangan untuk masuk pada jenjang pendidikan berikutnya . Namun  ujian Nasional yang digelar mulai bulan April 2015 Unas tidak lagi menjadi penentu kelulusan 
 .Sehingga peraturan menteri di atas fungsi Unas tahun 2015 berkurang satu 

 Kredibilitas Unas  sejak dulu diragukan oleh oleh beberapa kalangan baik kalangan akademisi  maupun  masyarakat pada umumnya  , sebagaimana diungkapkan oleh  Wakil Rektor ITS Prof .Dr Herman Sasongko  M. Eng , dalam diskusi pendidikan yang diadakan Jawa Post ,  20 Maret 2015  yang dihaditi pihak-pihak yang berkompeten yakni Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Harun, Pengamat Pendidikan Muhammad Nuh ( Mantan Menteri Pendidikan ), Ketua MKKS SMA/SMK Negeri Surabaya , Panitia  Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri  (SNMPTN) pusat , perwakilan dari PTN  dan Dewan Pendidikan . Wakil Rektor ITS mengatakan bahwa “ Sejak dulu kami meragukan unas, makanya saya tidak mau memakai sebagai pertimbangan tes SNMPTN “  Mantan Mendikbud M.Nuh ketika ditanya mengapa PTN tidak mu menerima hasil Unas sebagai pertimbangan masuk PTN jawabnya sebab meragukan kredibilitas unas .
 
Dari uraian di atas Ujian nasional yang diselenggarakan pemerintah selama ini , memang dinyatakan tidak kredibel sebab dalam salah satu poinya adalah untuk mengejar kelulusan siswa dalam satuan pendidikan tertentu , sehingga berbagai kecurangan akan dilakukan untuk mengejar target lulus . Namun kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Anies Baswedan bahwa UN tahun 2015 ini bukan salah satu penentu kelulusan, namun kelulusan diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing yang paling tahu tentang kompetensi siswa  selama belajar . UN saat ini bukan semata-mata sebagai hakim , tetapi ujian sebagai proses pembelajaran , sehingga ujian bukan sesuatu yang mengerikan dan menakutkan, akan tetapi memang sesuatu yang memang ingin diraih dengan kompetensi dan kemampuan masing-masing siswa . Sehingga siswa, guru dan pihak lain yang  biasanya berusaha membantu siswa agar UN  mendapat nilai yang tinggi dan semua siswa lulus , kini bernafas lega dan sudah mulai memberikan kepercayan kepada siswanya untuk mengerjakan soal UN  secara mandiri  dan jujur. 
KESIMPULAN 

Ujian nasional yang diselenggarakan pemerintah sebagai alat ukur evalusi belajar siswa secara nasional dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan .Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan  menstandarisasi dan penyetaraan untuk semua siswa. dan menjadi indikator dari proses pembelajaran siswa selama enam tahun untuk siswa SD dan 3 tahun untuk siswa  SMP, SMA dan yang sederajar   .Perubahan ini  tentunya didasarkan dengan berbagai faktor baik teknis maupun non teknis  yang pada akhirnya akan bermuara pada Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan
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